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Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu kontruksi hukum dari 
perjanjian konsinyasi antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT. 
8Wood Teleindo. Sumber data menggunakan data sekunder berupa perjanjian 
konsinyasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Kontruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Toko 
Online PT. 8Wood Teleindo dengan supplier House of Orchita, adalah perjanjian 
penitipan barang dengan sukarela. Hal ini sesuai dengan Pasal 1701 dan 1702 KUH 
Perdata dan pendapat M. Yahya Harahap; (2) Perlindungan hukum bagi supplier 
apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi: pihak pertama 
akan berhenti untuk menampilkan dan/atau menjual produk milik pihak kedua di 
halaman online store, pihak kedua mengambil kembali produk-produk yang 
dititipkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dan pendapat Subekti. 




This research is a normative juridical research which is a legal construction from 
consignment agreement between House of Orchita as the supplier and the Online 
Store PT.8Wood Teleindo. The source of data used secondary data ehich is he 
consignment agreement. Data analysis technique applued qualitative analysis. The 
results of the research showed: (1) Legal construction of the consignment agreement 
which is between Online Store PT. 8wood Teleindo with the suppliers House of 
Orchita, is a voluntary with the care goods agreement. It is in according to the Section 
1701 and 1702 KUHPerdata and the opinion of M. Yahya Harahap; (2) Legal 
protection for the supplier if any default in the execution of the consignment 
agreement: the first party will cease to display and / or sell product which belongs to 
the second party in the online store page, the second party may take back the products 
which are deposited. It is according to the article 1243 KUHPerdata and Subekti 
opinion. 
Keywords: Agreement, Consignment, Default  
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PENDAHULUAN 
Budaya jual beli pada era sekarang ini mengalami perubahan seiring dengan 
perkembangan teknologi dan internet. Jual beli sekarang ini tidak hanya di dalam 
toko atau pasar, namun berubah menjadi jual beli online. Biaya untuk promosi di 
internet jauh lebih mudah dan murah dibandingkan berpromosi di media cetak. 
Kelemahan jual beli secara online ini adalah adanya penipuan dari pihak pembeli 
maupun penjual.
1
 Bisnis toko online semakin meningkat, hal ini  mendorong 
timbulnya inovasi dalam suatu kerjasama diantara para pengusaha guna  mendukung 
adanya suatu peningkatan perekonomian diantara para pengusaha. Akibat dari gejala 
tersebut menyebabkan munculnya banyak perjanjian kerjasama diantara para 
pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa perjanjian 
yang di dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak 
diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, setidak-tidaknya di Indonesia belum 
diberikan pengaturan secara khusus. Beberapa contoh perjanjian tak bernama adalah 
Perjanjian sewa-beli, Fidusia, Franchise, Leasing, dan Konsinyasi (Consignment).
2
  
Salah satu perjanjian tak bernama yang popular di dunia kerjasama dan bisnis 
adalah perjanjian konsinyasi atau yang biasa disebut perjanjian bagi hasil atau bisa 
juga disebut titip-jual. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh 
pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya 
dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh 
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 Salah satu situs toko online yang menggunakan sistem konsinyasi 
adalah 8wood. Perjanjian jual beli diatur Bab V Buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata tentang perjanjian, memberikan definisi mengenai jual beli yang 
tertera dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu: “jual beli adalah suatu perjanjian, 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
kebendaan, dan pihak yang  lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 
Menurut pengertian konsinyasi tersebut diatas diatur dalam KUH Perdata pasal 
1404 yang berbunyi:  
“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat 
melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan  jika 
si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada 
pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, 
membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal 
penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang – undang; 
sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si 
berpiutang”. 
Dalam penjelasan Pasal 1404 KUH Perdata di atas, jika kreditur menolak 
pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa 
yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang 
atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan 
konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat. 
Pengertian konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan kontrak 
kerjasama konsinyasi supplier Orchita dengan Toko Online 8wood, konsinyasi dalam 
KUH Perdata dengan konsinyasi kontrak kerjasama supplier dengan Toko Online 
8wood mempunyai kesamaan nama namun mempunyai makna yang berbeda. 
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Konsinyasi menurut kontrak kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik perjanjian 
yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian 
ditributor, maka perjanjian konsinyasi antara supplier Orchita dengan Toko Online 
8wood tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam 
masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan 
perjanjian atau partij otonomi yang berlaku didalam hukum perjanjian.  
Dalam kontrak kerjasama ini supplier sebagai produsen menitipkan barang atau 
produk kepada Toko Online 8wood untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang 
yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualan barang tersebut disetor kepada si 
pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Dari pengertian 
kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier Orchita dengan Toko Online 8wood 
yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam KUH Perdata maka perjanjian 
tersebut merupakan perjanjian tidak bernama. Bentuk kerjasama yang dapat 
dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama konsinyasi yang dalam hal ini erat 
keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para 
Supplier dan Toko Online 8wood yang mengembangkan sistem ini akan lebih 
terakomodir kepastian hukumnya. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kontruksi 
hukum dari perjanjian konsinyasi antara Supplier Orchita dengan Toko Online  
8wood?; (2) bagaimakah perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi 
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi? 
3 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan kontruksi hukum dari 
perjanjian konsinyasi antara Supplier Orchita dengan Toko Online 8wood; (2) untuk 
mendeskripsikan perlindungan hukum bagi supplier apabila terjadi wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian konsinyasi. 
Manfaat penelitian ini adalah (1) penelitian ini nantinya akan bermanfaat  untuk 
para supplier dan distributor pada umumnya yang akan memberikan atau menitipkan 
barangnya kepada toko online; (2) memberikan penjelasan mengenai hak dan 
kewajiban kepada para  pihak yang melakukan perjanjian konsinyasi. 
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa 
unsur antara lain: penelitian mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 
dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.
4
Jenis penelitian yaitu penelitian 
deskriptif,jenis data yang digunakan adalah data primer berupa data-data yang berasal 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi Hubungan Hukum antara Supplier House of Oechita dengan Toko 
Online 8wood  
Perjanjian  penitipan  barang  adalah  perjanjian  timbal  balik. Pihak  yang  
menitipkan  barang dan pihak yang menerima titipan sesuai dengan teori dan praktek 
hukum terdiri dari individu sebagai persoon atau manusia tertentu (seseorang 
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manusia, badan hukum, dan persoon yang dapat diganti).
6
 Penitipan barang 
merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum 
mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian 
sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki 
tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak 
debitur.  
 
Subjek Perjanjian Penitipan 
Menurut M. Yahya, subjek dalam penitipan barang yang menjadi kreditur 
adalah pihak yang menerima titipan barang dan yang menjadi debitur adalah pihak 
yang menitipkan barang. Perjanjian penitipan barang adalah perjanjian timbal balik. 
Pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan sesuai dengan teori 
dan praktek hukum terdiri dari individu sebagai persoon atau manusia tertentu 
(seseorang manusia, badan hukum, dan persoon yang dapat diganti).
7
 Perjanjian 
Kerjasama Online Store antara PT. 8WOOD Teleindo dan House of Orchita 
dilakukan oleh yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mewakili perusahaan 
membuat perjanjian. Pihak pertama diwakili oleh Wahyu Dwi Prayoga sekalu 
manajer administrasi PT 8WOOD Teleindo dan pihak kedua diwakili oleh Leonie 
Bunga Orchita selaku pemilik House of Orchita. Perjanjian Kerjasama Online Store 
dilakukan antar badan hukum yaitu antara PT. 8WOOD Teleindo (penyedia jasa toko 
online) dan House of Orchita (supplier). Subjek dalam perjanjian kerjasama Online 
                                                          
6
  M. Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, Hal. 16. 
7
  Ibid 
5 
Store antara PT. 8WOOD Teleindo dan House of Orchita telah sesuai dengan 
ketentuan yang diatur pada Pasal 1701 KUH Perdata bahwa perjanjian penitipan 
barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai 
kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. 
 
Objek Perjanjian Penitipan  
Objek dalam perjanjian ini berupa barang bergerak berupa pakaian dan 
asesoriesnya. Sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan: “Hanya barang-
barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok 
perjanjian”. Selanjutnya Pasal 1333 KUH Perdata “Barang yang menjadi objek suatu 
perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan 
jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau 
ditentukan”. Menurut RM. Suryodiningrat menjelaskan bahwa bagian-bagian 
persetujuan yang harus ada dalam suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian 
penitipan salah satunya adalah unsur esensialia, yaitu unsur perjanjian yang selalu 
harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur 
tersebut, perjanjian tak mungkin ada.8 Objek dalam perjanjian kerjasama Online Store 
antara PT. 8WOOD Teleindo dan House of Orchita adalah barang bergerak berupa 
produk pakaian dan asesoriesnya serta jasa toko online telah memenuhi ketentuan 
yang diatur pada Pasal 1332 KUHPerdata bahwa hanya barang-barang yang dapat 
diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian.  Hal ini sesuai 
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dengan azas perjanjian tentang suatu hal tertentu, bahwa undang-undang menentukan 
bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi 
pokok perjanjian. Selanjutnya dikatakan bahwa barang itu harus suatu barang yang 
paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan 
adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat 
ditentukan atau dapat dihitung. Sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu, 
yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian adalah 
tidak sah. 
 
Hak dan Kewajiban Para Pihak  
Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum 
antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 
hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau 
kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. 
Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan 
hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat 
hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.
9
 
Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh PT. 
8WOOD Teleindo dan House of Orchita berimplikasi pada timbulnya hak dan 
kewajiban di antara keduanya. Hal ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 
Pasal 1706 KUHPerdata: “Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu 
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dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”. Pasal 
1728 KUH Perdata:  
”Orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima 
titipan segala biaya yang telah dikeluarkan pada si penerima titipan segala 
biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dititipkan, 
serta mengganti kepadanya semua kerugian yang disebabkan karena 
penitipan itu.”  
Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh PT. 
8WOOD Teleindo dan House of Orchita telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1706 dan 1728 KUHPerdata.  Perjanjian 
Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh PT. 8WOOD 
Teleindo dan House of Orchita berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban di 
antara keduanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan: Pasal 1706 KUHPerdata: 
“Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya 
seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”. Sesuai pula dengan Pasal 
1708 KUHPerdata:  
“Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-
kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai 
mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir mi ia tidak 
bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu 
akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”. 
 
Perlindungan Hukum untuk Supplier Apabila Terjadi Wanprestasi  
Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya 
atau dilakukan tidak menurut selayaknya.
10
 Pihak pertama (PT. 8WOOD Teleindo) 
berkewajiban memelihara, mempromosikan, menjual, dan mengembalikan produk 
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yang tidak terjual. Bagi pihak kedua (House of Orchita) berkewajiban membayar 
komisi, menyerahkan stock produk, dan bertanggungjawab ketika ada klaim atau 
gugatan yang berkaitan dengan HKI. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa 
pemesanan produk dapat dibatalkan apabila belum dilakukan pembayaran oleh 
customer. Prestasi terpenting dari pemilik penitipan barang adalah untuk menyimpan 
barang sebaik-baiknya dan menyerahkan kembali barang tersebut kepada pemilik. 
Sesuai dengan Pasal 1706, Pasal 1707, dan Pasal 1235 KUH Perdata. Jika prestasi 
tersebut tidak dijalankan maka timbul suatu wanprestasi sehingga bertentangan 
dengan Pasal 1706 KUH Perdata yang menyatakan, si penyimpan harus memelihara 
barangnya dengan cara yang ia pergunakan untuk barang miliknya sendiri.  
Menurut Pasal 1707 KUH Perdata pemeliharaan ini harus dilakukan lebih 
sangat berhati-hati atau lebih teliti. Selanjutnya Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata 
menentukan bahwa, pada umumnya dalam perjanjian untuk menyerahkan suatu 
barang kepada pihak lain yaitu menyerahkan kembali barang pada akhir perjanjian, si 
pemilik penitipan, selama penyerahan itu belum terjadi, harus memelihara barangnya 
sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik. Berkaitan dengan hal ini maka ada 4 
(empat) macam wanprestasi yaitu: (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilaksanakannya, (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
yang dijanjikan, (c) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan (d) 
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila salah satu 
pihak wanprestasi, maka akan mengakibatkan beberapa hal yaitu: (a) Membayar 
9 
kerugian yang diderita oleh pihak kedua atau ganti kerugian; (b) Pembatalan 
perjanjian; (c) Peralihan Risiko. 
Dalam perjanjian titip jual ini, juga tidak ditentukan kapan ganti kerugian itu 
harus dipenuhi oleh pihak pertama. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang 
yang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak 
melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar 
perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Jika pihak kedua bermaksud menarik kembali 
produk yang dititipkan tapi belum terjual, namun barang tersebut hilang, maka 
teranglah pihak pertama itu lalai atau wanprestasi. Begitu pula bila pihak pertama 
tidak melakukan promosi atas produk milik pihak kedua, maka pihak pertama 
dianggap melakukan wanprestasi. 
 
Overmacht 
Overmacht yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu keadaan yang 
meraja lela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.
11
 Dan dalam 
bahasa Prancis disebut dengan istilah force majeure yang artinya sama dengan 
keadaan memaksa.
12
 Overmacht adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat 
diduga-duga kemudian terjadi dan menghalangi debitur untuk menghalangi, debitur 
untuk berprestasi, sedang debitur belum lalai (belum wanprestasi)
13. Kesemuanya itu 
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sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan 
tersebut.
14
 Didalam perjanjian Kerjasama titip jual yang dilakukan oleh PT. 8WOOD 
Teleindo dan House of Orchita telah mencantumkan keadaan-keadaan yang dapat 
dikategorikan sebagai overmacht dalam pasal force majeure yaitu keadaan atau 
peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, antara lain terjadinya gangguan 
sistem komunikasi, kebakaran, huru hara, perang, kudeta militer, gempa bumi, 
gedung longsor, badai, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, 
pemberontakan atau tindakan militer lainnya, sabotase. Norma tentang overmacht 
dalam perjanjian penitipan barang yaitu Pasal 1708 KUHPerdata menjelaskan : 
“Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-
kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai 
mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir mi ia tidak 
bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu 
akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan”. 
Pasal 1711 KUHPerdata: Mereka tidak bertanggung jawab atas perampokan 
atau pencurian yang diperbuat oleh orang yang oleh pelancong diizinkan datang 
kepadanya. Perjanjian Kerjasama titip jual melalui Online Store yang dilakukan oleh 
PT. 8WOOD Teleindo dan House of Orchita telah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1708 dan 1711 KUHPerdata. 
Pihak yang harus membuktikan adanya overmacht dalam BW disebutkan 
dengan jelas pada Pasal 1244 dan Pasal 1444, yaitu pihak debitur yang terpaksa tidak 
dapat memenuhi prestasi. Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan 
menimbulkan berbagai akibat, yaitu kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan 
prestasi. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib 
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membayar ganti rugi. Risiko tidak beralih kepada debitur. Kreditur tidak dapat 
menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik. Mengenai definisi keadaan 
memaksa tersebut perlu diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut: (a) Keadaan yang 
menimbulkan keadaan memaksa tersebut harus terjadi setelah dibuatnya perjanjian, 
karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin lagi sejak dibuatnya 
perjanjian, maka persetujuan tersebut batal demi hukum disebabkan objeknya tidak 
ada atau tanpa causa; (b) Keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi harus 
mengenai prestasinya sendiri. Berbicara tentang keadaan memaksa, jika karena 
keadaan yang terjadi kemudian, misalnya kenaikan harga, prestasi masing-masing 
pihak menjadi tidak seimbang lagi, sedangkan prestasinya sendiri, yaitu menyerahkan 
barangnya tidak terhalang untuk dilaksanakan. Persoalannya disini bukanlah 
menyangkut keadaan memaksa, akan tetapi menyangkut hal lain, yaitu sampai sejauh 
manakah dalam suatu perjanjian timbal balik masing-masing pihak berdasarkan 
kepatutan dan itikad baik masih berkewajiban untuk memenuhi prestasinya, jika 
prestasi tersebut terganggu keseimbangannya sebagai akibat daripada keadaan yang 





 Pertama, Kontruksi hukum dari perjanjian konsinyasi antara Toko Online 
8wood dengan supplier House of Orchita sesuai dengan Pasal 1701 dan 1702 KUH 
Perdata dan pendapat M. Yahya Harahap. 
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Kedua, Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian: (a) bentuk 
wanprestasi dari kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1706, 1707, dan 1235 KUH 
Perdata serta pendapat Subekti; (b) akibat hukum wanprestasi dari kedua belah pihak 
sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dan pendapat Subekti; (c) Bentuk overmacht 
sesuai dengan Pasal 1708 KUHPerdata serta pendapat R. Setiawan; dan (d) akibat 
hukum dari overmacht sesuai dengan 1711 KUHPerdata dan pendapat R. Setiawan  
 
Saran 
Pertama, bagi House of Orchita selaku supplier harus cermat melihat isi 
perjanjian agar tidak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian memahami 
isi perjanjian, sehingga memberi dampak yang merugikan bagi salah satu pihak. 
Kedua, bagi Toko Online 8WOOD hendaknya dalam membuat perjanjian kerja 
sama harus dibuat secara lebih rinci, jelas dan tegas. Hal ini sebagai salah satu cara 
untuk menghindari timbulnya masalah tentang perbedaan penafsiran / kekeliruan 
dalam penerapan perjanjian. 
Ketiga, bagi masyarakat Terhadap para pihak beritikad baik sudah sepatutnya 
dilindungi oleh hukum dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan tambahan untuk 
penentuan kriteria wanprestasi serta keadaan memaksa yang bersifat force majure, 
sehingga para pihak memahaminya. 
Keempat, bagi penelitian berikutnya perlu melakukan kajian yang lebih 
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